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PERATURAN WALIKOTA SABANG 

NOMOR 46 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALI KOTA SABANG, 

Menimbang:  bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Qanun Kota 

Sabang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 
2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota 
Sabang Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat:  1.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2758); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

 
6. Undang-Undang … 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

14. Peraturan … 



 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5694); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri  Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

20. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3); 

21. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun 

Anggaran 2020; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
 
 

Pasal … 



 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun 
Anggaran 2020 terdiri atas:  

1. Pendapatan: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah  

 Rp61.735.621.334,24; 
b. Dana Perimbangan sejumlah
 Rp487.034.430.000,00; dan  

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
 Rp186.297.902.929,00. 

Jumlah Pendapatan Rp735.067.954.263,24 

 
2.  Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung  
1) Belanja pegawai  Rp281.853.745.449,12 
2) Belanja bunga  Rp0,00 

3) Belanja subsidi Rp1.600.000.000,00 
4) Belanja hibah Rp8.034.900.000,00 

5) Belanja bantuan sosial Rp500.000.000,00 
6) Belanja bagi hasil Rp500.000.000,00 
7) Belanja bantuan keuangan Rp64.998.836.494,00 
8) Belanja tidak terduga Rp600.000.000,00 

   Rp358.087.481.943,12 
 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja pegawai  Rp54.754.299.973,00 

2) Belanja barang dan jasa Rp195.018.897.747,20 
3) Belanja modal Rp182.743.059.679,69 

 Rp432.516.257.399,89 

 Jumlah Belanja Rp790.603.739.343,01 
 Surplus (Defisit) Rp55.535.785.079,77 

3.  Pembiayaan: 
  a. Penerimaan Rp55.535.785.079,77 

b. Pengeluaran Rp0,00    

Pembiayaan Netto        Rp55.535.785.079,77 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 

berkenaan Rp0,00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota 
ini. 

Pasal 3 

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III dan 
Lampiran IV Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

 
Pasal … 



 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kota Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam 

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kota sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang. 

 

  Ditetapkan di Sabang 
  pada tanggal 27Desember 2019 

  WALI KOTA SABANG, 
 

   ttd 
 
        NAZARUDDIN 

  
Diundangkan di Sabang 
pada tanggal 27 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, 
 

  ttd 
 

                     ZAKARIA 

 
 BERITA KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 46 


